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ABSTRAK : -

Bahwa untuk lebih mendorong daya beli masyarakat di sektor industri perumahan
guna mempercepat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional, perlu
menyesuaikan kembali kebijakan mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan
rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran
2022, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang
Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No.
3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 7 Tahun 2021 (LN
Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN
No. 4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 2 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No. 134, TLN No. 6516), UU 6 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.
245, TLN No. 6735), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak, dan satuan rumah susun, yang
memenuhi persyaratan ditanggung oleh Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2022.
Rumah tapak merupakan bangunan gedung berupa rumah tunggal atau rumah deret
baik bertingkat maupun tidak bertingkat yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian
dipergunakan sebagai toko atau kantor. Satuan rumah susun merupakan satuan
rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian. PPN terutang yang ditanggung
Pemerintah atas penyerahan, merupakan penyerahan yang terjadi pada saat
ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli
lunas, di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk
menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap
huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak 1 Januari 2022 sampai
dengan 30 September 2022. Rumah tapak atau satuan rumah susun harus memenuhi
persyaratan Harga Jual paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan
merupakan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam
kondisi siap huni. PPN ditanggung Pemerintah dimanfaatkan untuk setiap 1 (satu)
orang pribadi atas perolehan 1 (satu) rumah tapak atau 1 (satu) satuan rumah susun.
PPN ditanggung Pemerintah yang memenuhi ketentuan diberikan sebesar 50% (lima
puluh persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau satuan
rumah susun dengan Harga Jual paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),
dan 25% (dua puluh lima persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah
tapak atau satuan rumah susun dengan Harga Jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Untuk dapat
memanfaatkan PPN ditanggung Pemerintah, Pengusaha Kena Pajak harus telah
melakukan pendaftaran melalui aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau Badan



Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lambat 31 Maret 2022.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak
dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 881), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022 dan diundangkan pada
tanggal 2 Februari 2022.

- Lampiran: halaman 15-20.



